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Abstrak
 

Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi

dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya

arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan

kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya

suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada

tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah

meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No.

7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah

satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code

(1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping

sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo

PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan

antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang

timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik

menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur,

substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan

juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).

Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi

hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus

yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan

ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya

bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur,

menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah

pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di

bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi

yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI

mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan

gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana

praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen.
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